
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksi Dihadirkan Dalam Pengujian Aturan Pengampu Pada 

Penyandang Disabilitas Mental 

 

Jakarta, 2 Maret 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil 

Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 pada Kamis (02/03), pukul 

11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Pihak Terkait Ripin. 

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Yayasan 

Indonesian Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati Ratna Saridewi. Norma yang 

diujikan adalah Pasal 433 KUHP Perdata. 

Dalam sidang sebelumnya (14/02), MK menerima surat dari pemohon meminta sidang ditunda 

pada waktu yang akan datang.   

Para Pemohon dalam permohonan menyoroti pengobatan dengan menggunakan obat-obatan 

psikiatri yang fundamental bagi pemulihan kepada orang dengan gangguan jiwa masih belum 

ditemukan pada saat penyusunan KUHPerdata pada tahun 1830. Menurut Pemohon, pengampuan 

dalam pasal tersebut dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang dianggap tidak cakap atau 

dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas Hukum. Atas dasar hal 

itu, orang tersebut dengan keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak 

cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil yang disebut pengampu. Pemohon menambahkan, 

menyamakan situasi dan posisi orang dengan gangguan jiwa pada abad ke-21 dibandingkan 

dengan situasi dan kondisi pada abad ke-19 sudah tidak relevan. 

Oleh karena itu, dalam petitum para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 433 

KUHPerdata tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dungu, gila, mata gelap 

dan/atau keborosan” tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental.(Ega/MHM) 

Tentang Mahkamah Konstitusi 
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